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BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 4 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

BUPATI TANGGAMUS,

a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupalen
Tanggamus memiliki peran strategis guna menunjang
pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan
keseja hieraan masyarakat dan pendapatan asli daerah
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
berwibawa di daerah;

b. bahwa dalam rangka pengembangan pembangunan dan
pemngkalan pelayanan pengunjung Taman Wisata Muara
Indah. perlu dilakukan penataan pengelolaan di Taman
Wisata Muara Indah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembcntukan Kabupalen Daerah Tingkat II Tulang Bawang
dan Kabupalen Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, lambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomoi

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 'l'ambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2007 Nomor

33, l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar5234);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (entang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 7.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);

tambahan Lembaran
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17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Adrnmistrasi Pcmcrintahan (Lembaran

21. Peraurran Pemerimah Nomor 26 Tahun 2008 tonlang
Rcpubïik RUanS Wi'ayah NaSi°na' |Lomba™ NegaraR pubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

oo
C"1 Negara Republik Indonesia Nomor 4833)-2. Peraluran Pemerimah Nomor 50 Tahun 2011 'tentangv.nr.ana Induk Pcmbangunan Kcpariwisataan Nasional

Tahun Ion T 'LCmbaran NeSar“ RCPUblik Ind°nt'sia
Urobaran Ncgara

23. Peraluran Pemerimah Nomor 43 Tahun 2014 tentang'>C,aDSanaOn Nomor 6

Tahun 20^4^ » Ne8ara RePub|ik Indonesia
p ",2014 Nomor 12;k Tambahan Lembaran Negararpubhk Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah drubah

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, T.
Negara Republik Indonesia Nomor 5601)-

18. Peraluran Pemerimah Nomor 20 Tahun 2001 lentangembmaan dan Pengawasan Alas Penyelenggaraan
Tahun"X) 'LCmbaran NCgan' RepUbHk ,nd(’n-ia1 , Nomor 41. Tambahan Lembaran NegaraKepublik Indonesia Nomor 4090);

19. Peraluran Pemerimah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
r* T

keUangan l:)aerah <Umba'T" Negara Republik

N 'r R X T05 NOrnO'' 1401 T“mbahan
*l Republik Indonesia Nomor. 4578);

20. Peraluran Pemerimah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Penyusunan, Pengendalian dan

,
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

' r’™? ,Cgara Rcpubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor
ia

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerimahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesialahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9lahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun20 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);



31.

32.

33.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor57, fambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang

iXmtT Pemba"^nan Industri Nasional Tahun
on c K

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5671);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia
R

N°m°r ”4' Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentangN^'T^bn", *ngenda,ian Kopariwisataan (Lembarang * Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140)-27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

’
tentangPeraiuran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

! m
PembentUkan Peraturan Perundang-undangan(Ltanbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

^mT”” 2 T“hUn 2015 lc"ta"«gka Mencngah Nusi<mal Tahun 2015-nZ> T NCBara RCpUb'ik 'n<'"neKiu Tahu" 2« '5

Ml''1tCri kebudayaan dan Pariwism., NomenKM.6//UM.00I/MKP/2OO4 tenlang Pedomnn Umumngembangan Panwisam Di Pulau-Pulau Kceil;
’ mZ?" p?1"' Da'an’ Negeri N°m,,r '3 Tahun 2006"8 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah“Clah diUb!>h bebernpa kali terakhir dengan

IR T ri Dak"n Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Benut Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 3101-eimuran Menteri Mam Negeri Nomor 52 Tahun '>007

-an Mcnlcn Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303)-
®

35. Permuran Men.eri Mam Negeri Nomor 86 Tahun 20)7PendXX"^ —Petaturan Oaerah TentanXeX^^^



Tahun
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42'

?n88amusKabupaten Langgamus Tahun 200B Nomor 271-
KabUPatC" T“W-“’ >6 TahunT^tmusT^ W^ah Kal~

Tanggamus Tahun 2<k i Nom^7TDaerah Kabupaten Tanggamus Nomo^ ,3, “
' XXnTXbabT^ N°m°r 18

Nomor 27). *“*" Tanggamus Tahun 20] 2

41. Peiaturan Daerah Kahi in'>fz>n 'r
2OOn „

P^ten Tanggamus Nomor 12 TahunTibUSi Pembi"aan da" Pa~ Usa
rah '<abUpaten Tanggamus

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007lentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahrowns, Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerahrownsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahanembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010lentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampungahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Proving L NTr ’’ Tambahan L‘=ml— Daerahi rovmsi Lampung Nomor 346);

M' ,PrOVinSi LamPU'lg N°m°r 6 Tahun 2012
(RIPPDAI p"Ca'ld.'"duk Pembangunan Pariwisata DaerahRH I DA) P,ov,ns, lampung (Lembaran Daerah ProvinsiUmpung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaranaciah Provinsi Lampung Nomor 369);M' l'XTl^erah^ Lampung Nomor 6 Tahun 2014
(RPJMDI Prot''14 embttnBunan JanSka Menengah DaerahI MD) Prmms, Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaranaerah Provms, Lampung Tahun 2014 Nomor 6)-

'

1W !<ahbUPaten Tan"«amus Nomor 2! Tahunlentang Retnbusi Parkjr di T j ; .
Noiw'^; Daerah ,<abLIPatón Tanggamus Tahun 7999

Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, danK«j« Pemcrintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesialahun 2017 Nomor 1312);



45. Peraturan Dacrah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-201« (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 108,
1ambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Tanggamus Nomor
31) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Tanggamus Nomor
49);

46. leraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun
2013 tentang Sistcm Pcrencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah KabupatenTanggamus Tahun 2013 Nomor 109, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Tanggamus Nomor 32);

47. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RetribusiTempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran DaerahKabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 136);
48. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang RencanaInduk Pcngcmbangan Pariwisata Daerah KabupatenTanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 449);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun2016 tentang I embentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupatenanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran

. acrah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

Mcnetapkan

MEMUTUSKAN :

peraturan bupati tentang pengelolaan tamanWISATA MUARA INDAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1 . Dacrah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adatah Pcmerintah Kabupaten Tanggamus.3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Provinsi adalah Provinsi Lampung.



6.DewanPerwakilanRakyatDacrahyangselanjutnyadisebutDPRDadalahDewan PerwakilanRakyatDaerahKabupatenTanggamus. 7.PerangkatDaerahadalahunsurpembantuBupatidanDewanPerwakilanRakyat Daerahdalampenyelenggaraanurusanpcmerintahanyangmenjadikewenangan daerah.
8.DinasadalahdinasdilingkunganKabupatenTanggamusyangmempunyaitugas melaksanakanurusanpcmerintahanbidangkepariwisataan. 9.TamanWisataadalahkawasanwisatayangmcmilikikeindahanalam,baik keindahannabati,hewani,maupunalamitusendiriyangmempunyaicorak khasuntukdimanfaatkanbagikepentinganrekreasidankebudayaan. 10.Wisataadalahkegiatanperjalananyangdilakukanolehseseorangatau sekelompokorangdengansukarelauntukmengunjungitempattertentudengari tujuanrekreasi,pengembanganpribadi,ataumempelajarikeunikanDayaTarik Wisatayangdikunjungidalamjangkawaktusementara. 11.WisatawanadalahorangyangmelakukanWisata.

12.KepariwisataanadalahkeseluruhankegiatanyangterkaitdenganPariwisatadan bersifatmultidimensisertamullidisiplinyangmunculsebagaiwujudkebutuhan setiaporangdannegarasertainteraksiantaraWisatawandanmasyarakat setempat,sesamaWisatawan,Pemerintah.PemerintahDaerah,danPcngusaha. 13.Pariwisataadalahberbagaimacamkegiatanwisatayangdidukungberbagai fasilitassertalayananyangdisediakanolehmasyarakat,pcngusaha,Pemerintah, danPemerintahDaerah.
14.Ekowisataadalahkegiatanpariwisatayangdidasarkanpadaprinsip-prinsip ekologi(lingkungan).
15.RencanaIndukPengembanganPariwisataDaerahKabupatenTanggamusyang selanjutnyadisebutdenganRIPPDAadalahdokumenpereneanaan pembangunanKepariwisataanKabupatenTanggamusuntukperiode10 (sepuluh)tahunterhitungsejakTahun2015sampaidenganTahun2025. 16.DaerahTujuanWisata(DTW)yangselanjutnyadisebutDestinasiPariwisata adalahkawasangeografisyangberadadalamsatuataulebihwilayah administratieyangdidalamnyaterdapatObjekdanDayaTarikWisata(ODTW), fasilitasumum,fasilitasPariwisata,aksesibilitas,sertamasyarakatyangsaling terkaitdanmelengkapiterwujudnyaKepariwisataan. 17.PerwilayahanPembangunanKepariwisataanDaerahadalahhasilpewilayahan pembangunanKepariwisataanyangdiwujudkandalambentukKawasan PariwisataDaerah,kawasanpembangunanPariwisataDaerah,danKawasan StrategisPariwisataDacrah.
18.WilayahPariwisataDaerahyangselanjutnyadisebutWPDadalahKawasan Pariwisatayangmerupakanketerpaduansistemikantarkawasanpembangunan PariwisatadalamskalaDacrah.
19.WilayahPengembanganPariwisatayangselanjutnyadisebutWPPadalah kawasangeografisdidalamDestinasiPariwisatayangmemilikitematertentu, dengankomponenObjekdanDayaTarikWisata,fasilitasumum,fasilitas Pariwisata,aksesibilitas,sertamasyarakatyangsalingterkaitdanmelengkapi terwujudnyaKepariwisataan. 20.InfrastrukturPariwisataadalahsemuafasilitasyangmemungkinkansemua prosesdankegiatanKepariwisataandapatberjalandenganlancarsedemikian rupa,schinggadapatmcmudahkanWisatawanmemenuhikebutuhannya. 21.PemasaranPariwisataadalahserangkaianprosesuntukmenciptakan, mengomunikasikan,menyampaikanObjekdanDayaTarikWisahidanmengclola relasidenganWisatawanuntukmengembangkanKepariwisataandanseluruh pemangkukepentingannya.



22. Induslri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling Lcrkait
dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan
wisatawan dalam penyelcnggaraan Pariwisata.

23. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya,
meliputi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang
menjalankan fungsi kepariwisataan.

24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

25. Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,
budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan
kunju ng<in Wisatawan .

26. Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang
pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi
sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang
diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam mclakukan aktivitas kehidupan
keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk
mendukung penciptaun kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan
dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

27. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi
yang mendukung pergerakan Wisatawtm dari wilayah asal Wisatawan ke
Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata
dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.

28. Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan,
menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja
sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di
bidang Kepariwisataan.

29. Kompetensi adalah sepcrangkal pengetahuan, keterainpilan, dan perilaku yang
harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk
mengembangkan profcsionalitas kerja.

30. Pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata yang memenuhi
kebutuhan pariwisata saat ini sambil melindungi dan mendorong kesempatan
untuk waktu yang akan datang.

BAB II
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah berasaskan :
a. Manfaat;
b. Kekeluargaan;
c. Adil dan Merata;
d. Keseimbangan;
e. Kemandirian;
f. Kelestarian;
g. Part isipatif;
h. Berkelanjutan;
i. Demokratif;
j. Kesetaraan;
k. Kesatuan; dan
1. Kearifan lokal.



Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan

Pasal 3

a

nasional

bab III
ruang lingkup

(1’ Muara lndah :
b. Ekonomi;
c. Pendidikan;
d.Kemasyarakatan; dan
c. KclesLarian Lingkungan.

(2) Fungsi sebagaimana dirnaksud pada aval III ndu i a .mewujudkan ke.ejnh.eraan ma,va'rakat
Pasal 4

• Meningkatkan pertumbuh.
b. r •

Pengclolaan Taman WisaIa Muara ||)(|ah benujuan .
, * .aan ekonomi di daerah-

dd. Mengatasi pengangguran di daerah;
f

’
Mp an. dan sumber daya alarm

g. MengangkTt dïn*!^ lokal;
maupun internasional; dan

°1 1 tlngkat lokal, regional,
b. Memupnk rasa cinla lanah air.

Pasal 5

k
Muara lndah me,iputi :

c Penn t
^manWnsata Muara lndah;

• )ndan. Pcnge|(„aan

Wisata Muara 'ndah;

Pembmaan dan Pengendalian.

Pasal 6

b.

d.

IVPRINSIP pengelolaan taman wisata muara indah

-si- = mu,,usia dan~daerah; ƒ “ — keragaman bu<Inyo> dan (|.

SS?* — *



f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusal. dan daerah yang
merupakan satu kcsatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta
keterpaduan antar peinangku kcpentingan; .

g. Mematuhi Kode etik kepariwisataan lokal, regional, nasional dan internasional,

dan
h. Memperkokoh keutuhan Negara Kcsatuan Republik Indonesia.

BAB V
PENETAPAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupali ini, Kawasan Muara Indah ditetapkan scbagai Taman
Wisata Muara Indah yang merupakan Kawasan Taman Wisata dan pusat kegiatan
wisata bahari, wisata kuliner, wisata religi dan wisata budaya untuk
mempromosikan dan mengembangkan potensi wisata daerah Kabupaten Tanggamus

dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan yang terletak di Kelurahan Baros

Kecamatan Kota Agung Kabupaten 'l’anggamus.

BAB VI
PERAN, TANGGUNGJAWAB, PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

Pasal 8

(1) Dalam rangka pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten langgamus dan
pengembangan Objck dan Daya Tarik Wisata (ODTW) diperlukan peran dan
Tanggung Jawab Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus untuk
peningkatan mutu fasililas kepariwisataan, aksesibilitas pariwisata yang sesuai
dengan standardisasi kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus.

(2) Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah Kabupaten Tanggamus merupakan
tanggungjawab Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus yang merupakan
leading sektor kepariwisataan Kabupaten Tanggamus.

(3) Pengclokian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan sinergitas peran
dan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan masyarakat
dalam rangka perccpatan pengembangan wisata di Kabupaten Tanggamus.

(4) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimaksud ayat. (3) adalah sebagai berikul :
A. Bappeda

1. Mendukung dan mengakomodir program dan kegiatan pengembangan
pariwisata ke dalam dokumen pereneanaan pembangunan daerah;

2. Mereneanakan kebijakan penganggaran terkait program dan kegiatan
Kawasan Taman Wisata Muara Indah.

B. Dinas Pariwisata
1. Mereneanakan, mengelola, dan mengembangkan potensi Taman Wisata

Muara Indah;
2. Pembuatan Nomenklatur Taman Wisata Muara Indah;
3. Pembangunan sarana bermain anak;
4. Pengadaan mobil wisata;
5. Menyusun kalender event pariwisata di Taman Wisata Muara Indah;
6. Melaksanakan kegiatan kepariwisataan dalam rangka promosi potensi

wisata;
7 . Memelihara sarana dan prasarana di Taman Wisattt Muara Indah.

C. Dinas Perikanan
1. Memberi bantuan berupa gerai kepada kelompok usaha (wisata kuliner

berbahan dasar ikan) di Taman Wisata Muara Indah;
2. Memberikan rekomendasi teknis kepada pelaku usaha yang akan

menempati gerai kuliner di Taman Wisatci Muara Indah sesuai dengan
peraturan bupati 'Tanggamus;
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3. Mengusulkan kc Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusatpembangunan dan pengembangan wisata bahari di sekitar TamanMuara Indah;
4. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir khususnya nelayan pantai dilaman Wisata Muara Indah,

D. Dinas Lingkungan Hidup
Pemlaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)-I engadaan Tong Sampah diarea Taman Wisata Muara Indah-3. Penghyauan ddmgkungan sekitar Taman Wisata Muara IndahDmas 1 ekerjaan Umum Penataan Ruang

1. Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)-Pembuatan patung lumba-lumba;
Pembuatan pagar keliling dilingkungan Taman Wisata Muara indah-Pembangunan dan peningkatan akscs jalan dan jembatan menuiukawasan Taman Wisata Muara indah;
Pembangunan gapura dan pos jaga Taman Wisata Muara Indah-Pembuatan Pagar Keliling Terminal Tipe C Kotaagung-

dengan dinas
Dinas Perhubungan

G.

3.
4.
5.

3.
4.

Pengadaan rambu-rambu penunjuk arah;Pengaturan dan Penggclolaan Parkir serta Pcnarikan Retribusi Parkir diKawasan Taman Wisata Muara Indah
XLS' Pa. kir dj

Dinas Komunikasi dan Informatika
Z“Ss" PUb'ikasi mC"a'ui mcdia «^‘runik
Penyediaan Media centre potensi Dacrah;I engadaan Ruang Media Centre’
Penyediaan l int spot Publik di Lman Wisata Muara Indah;Pcmasangan balcho dan bando lerkait Pariwisata.Di nas Kesehatan

3.
4.

seni budaya.

L.

dalam

2.
3.
4.
5.
6.

J^ed.aan Layanan Kesehatan di Lingkungan Taman Wisata Mm

'• UnlUk "MS -budaya daerah;
Dinas Pemuda dan Olahraga
Melaksanakan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
।

in<’s K”Perasi> Usaha Kccil dan Menengah

p' £5?r'ia^ Kcdl
USaha Mikr° dan Menengah

Penman
Dinba^nd£ga"':t'daabkadaae“ -engandung

1 . Pembelajaran siswa didik di alam terbuka-- MdIkiannl<nnn±,Omba *Tan«“ Wisala Muara Indah;iviciaksanakan pentas sem pelajar sccara berkala;Membenluk sekolah sadar wisata.Dinas Kebudayaan



M. Dinas Perdagangan
Pembeidayaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern di sekitar Kawasan
Taman Wisata Muara Indah.

N. Satuan Polisi Pamong Praja
1 . Penegakan Perda di sekitar lingkungan Taman Wisata Muara Indah;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban umum bekerja sama dengan pihak

TNI, Polri dan masyarakat setempat.
O. Badan Pengelola Pendapatan Daerah

1 . Memungut 9 (sembilan) jenis pajak daerah di lokasi Taman Wisata Muara
Indah;

2. Menginventarisasi potensi pajak daerah di lokasi Taman Wisata Muara
Indah.

P. Badan Penggelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PengaJokasian anggaran yang mendukung program kegiatan yang berkaitan
dengan pcmbangunan dan pengembangan Taman Wisata Muara Indah.

Q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memberikan kemudahan pelayanan pcrizinan dan non pcrizinan usaha.R. Dinas Tenaga Kerja
Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat terkait tour guidekepariwisataan.

S. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 . Pengadaan prasarana dan sarana keselamatan dan penyelamatan di

sekitar Taman Wisata Muara Indah.
2. Penyediaan petugas penjaga pantai dengan bekerja sama denganOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
3. Pengadaan rambu arah evakuasi menuju titik kumpul di terminalKotaagung;
4. Melakukan koordinasi dengan BASARNAS dalam hal Penanggulangan

Bencana.
T. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Sirkulasi Buku perpustakaan keliling.
U. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 . Melakukan penilaian/apraisal dalam hal pengadaan tanah;2. Pengadaan pcmbcbasan lahan pengembangan disekitar Taman WisataMuara Indah;
3. Pengadaan sarana dan prasarana alat kebersihan di sekitar TamanWisata Muara Indah;
4. Pengadaan lampu hias di Kawasan Taman Wisata Muara Indah.V. Di nas Ketahanan Pangan
Lomba membuat makanan dengan bahan dasar non berasW. Dinas Sosial

X.

Y.

Z.

1 . Inventarisir penyandang masalah kesejahteraan sosial;2. Memfasilitasi dan memberdayakan Kelompok Usaha Bersama (KUBnkesejahteraan sosial;
• Opciasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.Dinas Peternakan dein Perkebunan
1. Festival Kopi Tanggamus;
2. Melakukan Vaksinasi Rabies secara berkala.Dinas Pengendalian Pcndudukan dan Keluarga Berencana

• Sosiahsasi bahaya penyakit menular di Kawasan Taman Wisata Muara
2' HJPPKQ^ ?a'er' Unaha Pcnin£katan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) Kabupaten Tanggamus.
Sekretanat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahL Mwampmkan dan sosialisasi program kegiatan pengembangan TamanWisata Muara Indah kepada para Anggota Dewan;

' 0PRDU1<UnS pCnyampaian Pendanaan APBD kepada Badan Anggaran



AA. Dinas Kependudukan dan Pcncatatan Sipil1. Pelayanan Perekaman E-KTP Keliling administi asi kependudukan;1 elayanan keliling Administrasi kependudukan.
AB. Dinas Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa

'■ ""«sy®™1»1 d»>®m kegiatan sosial. ekonomidan budaya di Kawasan Taman Wisakt Muara Indah;Memfasilitasi pengembangan masyarakat dan kearifan lokal khususnvaTaman Wisata Muara indah. '

AC. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
1.

2.

3.

Penyiapan Surat Keputusan Tim Percepatan Pengembangan RencanaInduk Kawasan Wisata Muara Indah;
^nyuipan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati teniangPengelolaan Taman Wisata Muara Indah- k

BUPS,i y“g berkaitan de'18an

akhirnya akan mendoron;
kelcstarian lingkungan.

151 ka"'USan Taman wi“a,a Muara lnd«h dapat1 at™ pelayanan jasa, baik di dalam maupun di luarusaha masyarakat tersebut akan dapatmemihki tempat mata pencaharian yang ada padamasyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga

kawasan objek wisata. Kegiatan
menciptakan suasana rasa

BAB VII
PERIZINAN, PENGELOLA DAN PELAKU USAHADI KAWASAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

Bagian kesatu
Perizinan

Pasal 9
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

a. perorangan;
b. badan usaha; dan
c. koperasi

pXayl ^Z:^ Oleh perorangan Sebagaimana dimaksudmemprioritaskan^otens ?'k ,z!" USa”a keCiI dan mikro
Permohonan KabupaLen Tanggamus.
sebagaimana dimaksud n-idn aval

1 <an o e badan usaha dan koperasi
lain usaha promosi produk Jengan

, , , Bagian KeduaPengelola dan Pelaku Usaha di Kawasan Taman Wisata Muara Indah
Pasal 10

dikelola oleh Dinas Pariwisata ° K-i^3?’ scba^‘iniana dimaksud Pasal 7
Kecamatan Kota Agung dan Kelurah^ J yigSamt|s bekerja sama dengan
Madang dan Pekon Negeri Ratu.

* °S’ Kc urahan Kunpan, Kelurahan Pasar



Pasal 11

Dalam pengelolaan Taman Wisata Muara Indah sebagaimana dimaksud Pasal 9,Dmas Pariwisata Kabupatcn Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kelurahan BarashKelurahan Kuripan, Kclurahan Pasar Madang dan Pekon Negeri Ratubertanggungjawab sebagai berikut :
A. Dinas Pariwisata Kabupatcn Tanggamus

1. Menciptakan iklim yang kondusil bagi pengunjung;
2. Menjaga dan memchhara aset, fasilitas utama dan lasilitas pendukungTaman Wisata Muara Indah;
3. Membcrikan pclayanan yang baik, ramah dan humanis;4. Menyusun dan menginformasikan jadwal kcgialnn yang akan dilaksanakandi Taman Wisata Muara Indah;
5. Mengelola lingkungan hidup;
6. Mencrima dan mcnyetorkan Pendapatan Asli Dacrah (PAD) vang bersumbcrdan Taman Wisata Muara Indah;
7. Mcnjalm kerjasama dcngan masyarakat sekitar Taman Wisata Muara Indah.Kecamatan Kota Agung

kebcreihan keicniban dilingkungan Taman Wisatai’iuciici incidji,

C. Kelurahan /Pekon
1.

2.

3.

Turut serta dalam mensosialisasikan kegiatan yang ada di TamanMuara Indah; Wisata
UMKM dan home industri dilingkungan Taman Wisata Muara

Membcntuk Tim Saigas Kcbcrsihan
Indah bekerjasama dcngan Kecamata
Kabupaten Tanggamus.

dilingkungan Taman Wisata Muara
n Kota Agung dan Dinas Pariwisata

BAB VIII
BIAYA TIKET MASUK DAN RETRIBUSI/PAJAK DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 12

,biaya tikct masuk ke Kawasan Taman Wisata Muara
2016 lent mó .t'atUran Di|erah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahuntentang Rctnbusi lempat Wisata dan Olahraga.

“usl
pembayarannya diskan ^i Muara7S d»mahasis"’a peaerta kegiata" lomba ïestla"yang mclakukan study wisata diskan sebesar 70 %

festival

USaha di Ta™" Wisata
Tanggamus meWui ,RKÜD>



Pasal 13

b.

d.

e.

f.

c.

(1)

(2)

BAB IX
kewajiban dan hak pemegang izin

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 14

Pasal 15

usaha

Bagian Kedua
Hak Pemegang Izin

Pasal 16

Daerah Kabupaïevf Tangg^ PeratUra" yang diletapkan oleh Pemerintah
(2) Pemegang izin dilarang untuk ineni.^i ,

usahanya kepada pihak lain dan arabic Mn tangankan izin
terbukli melanggar peraturan yang bertaim mïï t ? t/dibaUllkan karena
menjadi hak Pemerintah Daeral/KaLpale^ mUtlak “""P" ““»<•

Pemegang izin usaha berhak
b ES" US8ha *»i«i isrfn;

sebagaimana dtatksud d^ liket d“n rcs>nbusi/pajak daerah
Kabupatcn Tanggamus. 3 ( 1 merupakan Pendapatan Asli Daerah

(1) Pemegang izin usaha wajib :

Mal1 rT“,enjaga keleoteritin lingkungan;
diberikan paüng lama i

^ertapengamananpen”unjungpXna 'ndah dan Potensinya— daii'merehabilitasi k_kan

SnS£Xïnusaha; dan P^ngauasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan izin

bab X
pembinaan dan pengendalian

Pasal 17

" * r„.„



b. Memfasüitasi kegiatan yang dilaksanakan di Taman Wisata Muara Indah:dan
c. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dalam rangka menciptakanketertiban dan kenyamanan di Taman Wisata Muara Indah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Rencana pembangunan dan pengembangan Taman Wisata Muara Indah dituangkankedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan harus sesuai denganRencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 19

Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitaspendukung Taman Wisata Muara Indah dilaksanakan oleh investor, masyarakatdan/atau pihak lain harus mendapatkan persetujuan tertulis dari BupatiTanggamus.
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan PeraturanBupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 7 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 6 November 2017

S SULHADI

ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 437



b. Memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan di Taman Wisata Muara Indah;
dan

c. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dalam rangka menciptakan
ketertiban dan kenyamanan di Taman Wisata Muara Indah.

BABXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Rencana pembangunan dan pengembangan Taman Wisata Muara Indah dituangkan
kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan harus sesuai dengan
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 19

Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas
pendukung Taman Wisata Muara Indah dilaksanakan oleh investor, masyarakat
dan/atau pihak lain harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati
Tanggamus.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAMS UL HADI

ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR



b. Memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan di Taman Wisata Muara Indah-dan ’
c Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dalam rangka menciptakanketertiban dan kenyamanan di Taman Wisata Muara Indah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Rencana pembangunan dan pengembangan Taman Wisata Muara Indah dituangkankedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan harus sesuai denganRencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 19

Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitaspendukung Taman Wisata Muara Indah dilaksanakan oleh investor, masyarakataan/atau pihak lam harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati1anggamus.
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

WAKIL BUPATI TANGGAMUS.

SAMSUL HADI

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal

ANDI WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR


